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ABSTRACT

Complete Systematic Land Registration (PTSL) is one of the government's
programs in accelerating systematic land registration in Indonesia to encourage Land
Reform and land ownership programs as stated in the Medium-Term Development
Plan (RPJMN) 2015-2019. PTSL has objects in its land registration that are grouped
into several outputs, one of which is Cluster 3 (K3), which is a piece of land that has
not met the requirements so that it has not been issued a certificate of land rights. The
purpose of this study is to find out how much influence the impact of land rights
certificates on socioeconomic conditions as well as guarantees of legal certainty for
land rights on the factors causing the occurrence of K3 and other factors that cause
the occurrence of K3 in PTSL both internally and externally, the impacts and efforts
that have been made, so that probelematics and policy strategies that can be applied
to anticipate and resolve K3 problems in Magelang Regency.

This study uses a qualitative method with a quantitative approach carried out
to support the data obtained by looking at the factors causing the occurrence of K3
from the point of view of the community interpreting the certificate of land rights to
socioeconomic conditions and guaranteeing legal certainty for land rights, as well as
describing the possible factors causing the occurrence of Cluster 3 in Magelang
Regency both externally and internally and efforts to resolve it which is expected to be
used as a reference in the policy making of related agencies. The data in this study
were obtained through surveys and interviews in Banyusidi Village and Karangrejo
Village.

The research results were: first, there is a simultaneous and significant
influence between the variables of the impact of certificates on the guarantee of legal
certainty and the impact of certificates on the socioeconomic conditions of the
community on the factors causing the occurrence of K3 that occurred in Banyusidi
Village and Karangrejo Village. Other factors cause and differences in the number of
K3 in the two villages are due to the relocation of PTSL activities in 2020, as well as
differences in the flow of implementing PTSL 2020 with PTSL 2021. Second, the
occurrence of K3 not only hampered the acceleration of land registration activities,
but also resulted in insufficient budget absorption and the occurrence of arrears of
work at the land office which caused an increase in the workload for the following
year. Third, the efforts that have been launched to overcome the K3 problem in
Magelang Regency are reassignment of villages that have arrears in the K3 field in
the previous year as ptsl target locations, conducting BPHTB assessments and taking
sporadic physical data on land plots that meet PTSL requirements.

Keywords: land plot of K3, impact of certificate, land registration, PTSL
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di dalam suatu negara merupakan alat untuk mengukur
maju mundurnya suatu negara. Dalam halnya pembangunan disuatu negara tidak
lepas dari pembangunan masyarakatnya. Setiap kemajuan pembangunan di
berbagai negara tidak terkecuali di Indonesia dilakukan agar masyarakat dapat
menjadi rakyat yang dapat bertumbuh dan berkembang agar dapat meningkatkan
kesejahteraan dan kualitas hidup negaranya. Namun dalam pembangunan suatu
negara tidak mudah untuk dilakukan karena hal tersebut juga dapat menurunkan
efektifitas dan efesiensi baik itu dari sumber daya manusia (selanjutnya disingkat
SDM) maupun sumber daya alam (selanjutnya disingkat SDA) jika tidak
dilakukan dengan baik dan benar.

Tanah adalah kebutuhan bagi masyarakat dan juga merupakan salah satu
SDA vyang utama untuk pembangungan. Maka dari itu Tanah perlu untuk
dilindungi dan dilestarikan secara lebih lanjut agar dapat mendukung
kemakmuran masyarakat hal ini dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut
UUD’45) yang menyatakan:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Mendasarkan pada ketentuan tersebut maka pemerintah menerbitkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria atau yang dikenal dengan UUPA (Monika, 2020 : 65) (selanjutnya disebut
UU No. 5/1960). Dalam mewujudkan hak perolehan atas tanah maka Pemerintah
mengatur kegiatan untuk melakukan Pendaftaran Tanah hal ini dinyatakan dalam
pasal 19 ayat 1 UU No. 5/1960 yang menyatakan bahwa:

Untuk menjamin kepastian Hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran
Tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia

Menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan pendaftaran tanah ini

membuktikan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama



dalam memperoleh hak atas tanah untuk mendapatkan manfaatnya (S, et al.,
2014). Untuk menindaklanjuti dan mendukung pendaftaran tanah pemerintah
membuat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(selanjutnya disebut PP N0.24/1997). Dalam Pasal 1 ayat 1 PP No. 24/1997
menyatakan bahwa:

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai
bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian
surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya
dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya.

Selanjutnya, untuk menciptakan pendaftaran tanah yang lebih baik dan
optimal maka pemerintah melakukan strategi untuk melakukan percepatan
pendaftaran tanah dengan membuat Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya
disebut Permen Agraria/Kepala BPN No. 35/2016). Peraturan ini dengan jelas
menyatakan bahwa pemerintah menyelenggarakan kegiatan Percepatan
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut PTSL).
Kegiatan PTSL merupakan salah satu program pemerintah dalam percepatan
pendaftaran tanah secara sistematis di Indonesia yang merupakan bagian dari 9
agenda prioritas Nawacita pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu
mendorong Land Reform dan program kepemilikan tanah sebagaimana tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Tujuan
dari program PTSL ini adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan
perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat,
lancar, aman, adil, merata dan terbuka secara akuntabel, sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara,
serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan (Martati &
Karjoko, 2018). Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh
berbagai faktor, begitu juga dengan pelaksanaan PTSL terdapat empat indikator



yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1)
komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi. (Aditya
Nursamsi & Mohammad Herman Nayoan, 2018 : 7).

Meski demikian, kegiatan PTSL masih menemui beberapa kekurangan dan
tidak sempurna maka pemerintah menyempurnakan peraturan tersebut menjadi
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 1 Tahun 2017 mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya
disebut Permen Agraria/Kepala BPN No. 1/2017). Peraturan tersebut yang semula
dianggap telah sempurna untuk percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah
ternyata masih menemui berbagai macam permasalahan. Tahun 2018
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya
disebut Kementerian ATR/BPN) menyatakan bahwa dari kurang lebih 126 juta
bidang tanah yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia, masih ada 86
juta bidang tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat artinya selama 63
tahun dilaksanakan kegiatan pendaftaran Tanah, bidang tanah yang terdaftar
hanya sekitar 44% (Tadu, 2020). Akibat dari masih banyak bidang-bidang tanah
yang belum terdaftar atau belum bersertifikat ini menjadikan Kementerian
ATR/BPN belum memiliki basis data yang lengkap, benar, akurat dan terstruktur
mengenai pertanahan (Chandra, 2020). Hal tersebut menyebabkan pemerintah
menyempurnakan kembali Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut Permen
Agraria/Kepala BPN No. 12/2017) dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut Permen ATR/BPN
No. 6/2018). Program PTSL memiliki objek dalam pendaftaran tanahnya yang
dikelompokan menjadi beberapa klusterisasi. Klusterisasi adalah pengelompokan
jenis keluaran/output/hasil kegiatan PTSL, adapun Klusterisasi bidang tanah ini
terdiri dari Kluster 1 (K1), Kluster 2 (K2), Kluster 3 (K3) dan Kluster 4 (K4).



Berdasarkan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/1/2021, Kluster 3 (K3) terbagi menjadi: Kluster
3.1, adalah bidang tanah yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tahap
pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis dilanjutkan dengan kegiatan
penelitian data yuridis untuk pembuktian hak dan pengumuman data fisik dan data
yuridis, namun tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanah
karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:
subjek tidak bersedia membuat surat pernyataan terhutang Bea Perolehan Hak
Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) dan lokasi
(objek) PTSL berada di areal Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru
(PIPPIB); Kluster 3.2, bidang tanah tidak dapat dibukukan dan diterbitkan
sertipikat hak atas tanah karena tanahnya merupakan objek Penguasaan Benda-
Benda Tetap Milik Perseorangan (selanjutnya disebut P3MB), Badan Hukum
Milik Belanda (selanjutnya disebut Prk5), Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa
(selanjutnya disebut ABMAT), Tanah Ulayat; Rumah Negara Golongan 11l yang
belum lunas sewa beli; Obyek Nasionalisasi, atau Subjek merupakan Warga
Negara Asing, BUMN/BUMD/BHMN, Badan Hukum Swasta; Konsolidasi tanah
yang tidak dapat diterbitkan sertipikat sesuai dengan ketentuan. Kluster 3.3,
adalah produk PTSL yang dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data
fisik, karena tidak tersedia Program Sertipikasi Hak Atas Tanah (selanjutnya
disebut SHAT) di tahun anggaran berjalan serta subjek tidak bersedia tanahnya
disertipikatkan.

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten
Magelang, Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah
bidang Kluster 3 cukup tinggi yaitu sebanyak 33.699 bidang dengan jumlah
bidang K3.1 sebanyak 1.089 bidang dan bidang K3.3 sebanyak 32.610 bidang
yang tersebar pada 76 desa di Kabupaten Magelang yang meliputi berbagai
karakteristik masyarakat yang berbeda-beda termasuk mengenai sudut pandang
masyarakat terhadap tanah bagi kehidupan mereka, dimana perbedaan tersebut
dapat terlihat pada Desa Banyusidi Kecamatan Pakis dan Desa Karangrejo

Kecamatan Borobudur. Desa Banyusidi merupakan salah satu desa yang secara



geografis terletak di lereng Gunung Merbabu dan memiliki potensi pertanian
cukup tinggi, sehingga menjadi salah satu desa di Kabupaten Magelang yang
memiliki potensi pengembangan yang cukup besar khususnya untuk komoditas
holtikultura memiliki jumlah bidang K3.3 sebanyak 554 bidang. Sedangkan Desa
Karangrejo yang terletak di daerah wisata Candi Borobudur, memiliki potensi
pengembangan wisata seni dan budaya dengan berbagai macam lokasi wisata dan
potensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang juga cukup besar memiliki
jumlah bidang K3.3 sebanyak 26 bidang.

Tahun 2021 Kabupaten Magelang mendapatkan target Pemetaan Bidang
Tanah (PBT) sebanyak 55.300 bidang dan 67.653 bidang Sertipikat Hak Atas
Tanah (SHAT), dengan jumlah tersebut jumlah K1 yang tercapai di Desa
Banyusidi sebanyak 3.022 bidang dan K3.3 554 bidang. Sedangkan pada Desa
Karangrejo jumlah K1 yang tercapai sebanyak 1.477 bidang dan K3.3 sebanyak
26 bidang. Jumlah tersebut memiliki selisih yang cukup tinggi mengingat Desa
Banyusidi yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai target lokasi PTSL pada
tahun 2020 dan memiliki permasalahan yang sama dengan Desa Karangrejo yang
sebelumnya tidak ditetapkan sebagai target lokasi PTSL, yaitu pendaftaran tanah
yang terkendala oleh subjek hak karena ketidakberadaan dan/atau
ketidaksediaanya menyediakan berkas atas hak kepemllilikan tanah, atau kondisi
status penguasaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk
mengetahui faktor penyebab ketidak berhasilan pendaftaran tanah melalui PTSL
sehingga dapat dikolerasikan antara karakteristik wilayah dimana masyarakat
tinggal dengan sikap masyarakat terhadap PTSL serta bagaimana masyarakat
memaknai kepemilikan sertipikat terhadap kondisi sosial ekonomi dan jaminan
kepastian sebagai bahan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Faktor
Penyebab Terjadinya Kluster K3 Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,
Dampak, Dan Upaya Penyelesaiannya”.

B. Perumusan Masalah
PTSL merupakan salah satu program terobosan kebijakan pemerintah

dengan mendorong Land Reform dan program kepemilikan tanah sebagaimana



tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019,
yang merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin
kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu,
dengan kepemilikan sertipikat hak atas tanah masyarakat diharapkan mampu
memanfaatkan sertipikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang
berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Wang et al.
(2018) dalam (Sirait, et al.,, 2020) menyatakan sertipikasi hak atas tanah
dipandang mampu mengurangi sengketa tanah sekaligus memberikan rasa aman
bagi pemilik tanah dikarenakan telah ditentukannya batas bidang tanah sehingga
tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah. Sedangkan menurut Moroni
(2018) dalam (Sirait, et al., 2020) menyatakan manfaat program sertipikasi tanah
bagi masyarakat masih menjadi perdebatan. Beberapa berpendapat bahwa bukti
kepemilikan sangat diperlukan untuk melindungi kelompok masyarakat yang
paling rentan, sedangkan bagi yang lain bukti kepemilikan dapat menjadi pemicu
permasalahan tanah.

Pada sisi lain, dengan adanya program PTSL yang merupakan salah satu
inovasi dalam percepatan pendaftaran tanah di Indonesia, pemerintah
mengharapkan akses permodalan terhadap lembaga keuangan meningkat dan
berhasil mendongkrak kondisi sosial ekonomi masyarakat. Soto (2006) dalam
(Istikomah, 2013) menjelaskan bahwa akses UMK terhadap lembaga keuangan
yang masih rendah bermula dari buruknya sistem kepemilikan aset. Hal tersebut
disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan aset
yang dimilikinya, seperti bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan dokumen
resmi sehingga sulit untuk dijadikan agunan pada kredit perbankan. Selanjutnya,
Byamugisha (1999) dalam (Istikomah, 2013) menjelaskan bahwa terdapat
hubungan positif antara pendaftaran tanah dengan peningkatan akses kredit yang
mampu meningkatkan nilai investasinya terhadap tanah dengan peningkatan
modal pertanian.

Pemanfaatan sertipikat hak atas tanah sebagai akses permodalan diyakini
pemerintah sebagai salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh masyarakat dalam
meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Amir (2008) dalam (lIstikomah, 2013)



menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat

dalam mensertipikatkan tanahnya yaitu kepentingan sertipikat, prosedur

penanganan, waktu pengurusan, biaya pengurusan sertipikat, dan akses informasi
dalam pengurusan sertipikat. Sedangkan keputusan masyarakat dalam
memanfaatkan sertipikat hak atas tanahnya sebagai agunan kredit dipengaruhi
oleh luas tanah, kepemilikan sertipikat, nominal kredit yang diterima, prosedur
peminjaman kredit perbankan, serta sistem pembayaran kredit perbankan.

Pada kenyataannya, pelaksanaan PTSL yang telah berlangsung sejak tahun

2017 tidak selalu tercapai dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya

jumlah K3 pada Kabupaten Magelang, yaitu sebesar 33.699 bidang yang tersebar

di 76 desa di Kabupaten Magelang, diantaranya Desa Banyusidi dan Desa

Karangrejo. Pelaksanaan PTSL di Desa Banyusidi telah dilaksanakan sejak tahun

2020 dan dilakukan penetapan lokasi ulang pada tahun 2021 sebagai salah satu

upaya kantor pertanahan dalam menyelesaikan permasalahan K3 di Kabupaten

Magelang. Namun, hal tersebut tidak berjalan secara maksimal jika dilihat dari

jumlah bidang K3 di Desa Banyusidi yang masih terdapat 554 bidang pada tahun

2021. Berbeda dengan Desa Banyusidi, Desa Karangrejo ditetapkan sebagai

lokasi kegiatan PTSL pada tahun 2021 dan saat ini terdapat 26 bidang tanah

dengan status K3. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian terkait
pengaruh dampak sertipikat hak atas tanah terhadap kondisi sosial ekonomi serta
jaminan kepastian hukum bagi hak atas tanah terhadap faktor penyebab terjadinya

Kluster 3 dalam PTSL serta dampak yang ditimbulkan pada instansi terkait, maka

rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh dampak sertipikat hak atas tanah terhadap kondisi
sosial ekonomi serta jaminan kepastian hukum bagi hak atas tanah terhadap
faktor penyebab terjadinya K3 dalam PTSL.

2. Dampak terjadinya K3 terhadap percepatan PTSL.

3. Upaya penyelesaian permasalahan K3 dalam PTSL.



C.Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui seberapa besar pengaruh dampak sertipikat hak atas tanah
terhadap kondisi sosial ekonomi serta jaminan kepastian hukum bagi
hak atas tanah terhadap faktor penyebab terjadinya K3, serta faktor-
faktor lain yang menyebabkan terjadinya K3 dalam PTSL baik secara
internal maupun eksternal.

b. Mengetahui dampak terjadinya K3 PTSL terhadap percepatan PTSL,
dan makna sertipikat hak atas tanah terhadap kondisi sosial ekonomi
serta jaminan kepastian hukum bagi hak atas tanah masyarakat.

c. Mengetahui upaya penyelesaian permasalahan K3 dalam PTSL.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian meliputi kegunaan dari segi akademis (pengembangan

kajian pertanahan) dan dari segi praktis (untuk kepentingan pembangunan

khususnya pembangunan basis data pertanahan). Kegunaan Penelitian
mencakup 2 (dua) hal, yaitu:

a. Manfaat ilmiah/akademis

1) Secara akademik dapat menambah khazanah keilmuan tentang
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kluster K3 dalam PTSL
ditinjau dari unsur unsur kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2) Sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti lain yang melakukan
penelitian dalam bidang dampak terjadinya Kluster K3 PTSL
terhadap percepatan PTSL.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas dan menjadi

masukan bagi instansi terkait dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan

penyelesaian permasalahan Kluster 3 dalam PTSL.



D. Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan permasalahan yang
telah ditetapkan, peneliti menerapkan batasan masalah yang bertujuan untuk
memudahkan identifikasi permasalahan dan memfokuskan pembahasan. Adapun
batasan penelitian yang ditetapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dibatasi pada 2 desa, yaitu Desa Banyusidi dan Desa Karangrejo.
Kedua desa tersebut dipilih karena memiliki perbedaan karakteristik wilayah
dan masyarakatnya, serta Desa Banyusidi yang sebelumnya pernah menjadi
lokasi kegiatan PTSL 2020 dan ditetapkan kembali sebagai lokasi
pelaksanaan PTSL tahun 2021.

2. Penelitian ini menggunakan pedoman Petunjuk Teknis PTSL 2021,
dikarenakan kegiatan PTSL pada Desa Banyusidi dan Desa Karangrejo
dilaksanakan pada tahun 2021 dengan mengacu pada Petunjuk Teknis PTSL
2021.

3. Berdasarkan hasil identifikasi awal, peneliti memfokuskan penelitian pada
K3.3, dikarenakan pada Desa Banyusidi dan Desa Karangrejo hanya
ditemukan K3.3. Sedangkan K3.1 yang terjadi akibat subjek tidak bersedia
membuat surat pernyataan terhutang BPHTB dan/atau PPh, serta K3.2 yang
terjadi akibat adanya kriteria khusus pada subjek dan objek hak, tidak

ditemukan pada Desa Banyusidi dan Desa Karangrejo.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
PTSL merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka
mendorong kepemilikan sertipikat sebagai wujud perlindungan hukum dan
peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang dalam pelaksanaannya tentu
menghadapi berbagai macam kendala. Sebagaimana dalam rumusan masalah
dan tujuan penelitian, maka hasil analisis adalah sebagai berikut :

1. Adanya pengaruh secara simultan dan signifikan antara variabel dampak
sertipikat terhadap jaminan kepastian hukum (X;) dan dampak sertipikat
terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (X,) terhadap faktor penyebab
terjadinya K3 (Y) yang terjadi di Desa Banyusidi dan Desa Karangrejo. Hal
ini dibuktikan dengan nilai F hitung > F tabel, yakni sebesar 8,235 > 3,354
untuk Desa Banyusidi, dan 3,743 > 3,422 untuk Desa Karangrejo. Serta
koefisien regresi linear berganda sebesar 9,188 dengan signifikansi 0,014
dan memiliki sumbangan efektif sebesar 37,9% untuk Desa Banyusidi.
Sedangkan untuk Desa Karangrejo koefisien regresi linear berganda sebesar
13,542 dengan signifikansi 0,001 dan sumbangan efektif sebesar 24,6%.
Adapun faktor lain penyebab dan perbedaan jumlah K3 pada kedua desa
tersebut disebabkan oleh implementasi kebijakan pemerintah pusat terkait
relokasi anggaran yang menyebabkan terhambatnya kegiatan PTSL tahun
2020, serta perbedaan alur pelaksanaan PTSL 2020 dengan PTSL 2021.

2. Terjadinya K3 tidak hanya menghambat kegiatan percepatan pendaftaran
tanah, namun juga mengakibatkan penyerapan anggaran yang tidak
maksimal dan terjadinya tunggakan pekerjaan pada kantor pertanahan yang
menyebabkan meningkatnya beban pekerjaan untuk tahun berikutnya.

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang telah melakukan beberapa upaya
dan tindak lanjut terhadap output bidang tanah K3 dengan persetujuan
Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah untuk mengambil kebijakan
dalam penetapan kembali terhadap desa yang memiliki tunggakan bidang

K3 pada tahun sebelumnya sebagai lokasi target PTSL, melakukan
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penihilan BPHTB terhadap peserta PTSL, serta melakukan pengambilan
data fisik secara sporadis terhadap bidang tanah yang memenuhi persyaratan
PTSL.

B. Saran

1. Perlu dilaksanakannya sosialisasi dan edukasi mendalam terhadap seluruh
lapisan masyarakat terkait fungsi dan manfaat langsung sertipikat hak atas
tanah, serta penerapan kebijakan preventif dengan tetap memperhatikan
Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 dan Petunjuk Teknis PTSL yang
berlaku.

2. Perlunya dibentuk tim khusus dalam penanganan permasalahan K3 yang
disertai implementasi kebijakan strategis dengan tetap memperhatikan
kebenaran data fisik dan yuridis, sehingga diharapkan hal tersebut mampu
berfokus untuk menyelesaikan permasalahan K3.

3. Perlu dilakukannya koordinasi oleh kantor pertanahan dengan pemerintah
daerah untuk melakukan pengkajian kembali terhadap Peraturan Bupati
dalam penetapan BPHTB bagi masyarakat penerima sertipikat dalam
kegiatan PTSL sebagai tindak lanjut SKB 3 Menteri yang memberikan

kewenangan kepada Bupati untuk memberikan pembebasan pajak BPHTB.
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